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ABSTRAK 

 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu 

sejak kelahiran dan tidak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. 

Kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, sebagai bagian dari HAM, 

sering kali bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga diperlukan regulasi 

yang tepat untuk memastikan ketertiban dan keamanan bersama. Di Indonesia, 

HAM berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mengakui manusia sebagai 

makhluk individu sekaligus sosial. Salah satu wujud nyata dari implementasi dan 

pembatasan HAM adalah melalui proses perizinan keramaian yang bertujuan untuk 

melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi keabsahan penerbitan izin keramaian di Kabupaten Sumbawa Barat 

dan untuk menelaah bentuk tanggung jawab hukum bagi pemegang izin yang 

melakukan pelanggaran dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan melalui Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan secara 

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan izin keramaian 

bergantung pada pemenuhan persyaratan administratif dan substantif yang diatur 

dalam peraturan yang berlaku. Sementara itu, pelanggaran terhadap izin tersebut 

dapat mengarah pada sanksi hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun 

pidana. Dengan demikian, perizinan keramaian memainkan peran penting dalam 

menyeimbangkan perlindungan HAM dengan kepentingan ketertiban dan 

keamanan masyarakat. 

Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Perizinan Keramaian, Sumbawa Barat.  
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ABSTRACK 

 

Human rights are basic rights inherent in every individual since birth and 

inseparable from the nature of humanity itself. The freedom to assemble and express 

opinions, as part of human rights, often conflicts with the public interest, so 

appropriate regulations are needed to ensure collective order and security. In 

Indonesia, human rights are based on the values of Pancasila, which recognizes 

humans as individual and social beings. One of the concrete manifestations of the 

implementation and limitation of human rights is through the process of crowd 

licensing which aims to protect public security and order. This study aims to 

evaluate the validity of the issuance of crowd permits in West Sumbawa Regency 

and to examine the form of legal responsibility for permit holders who commit 

violations by using normative legal research methods with an approach through 

Legislation and conceptual approaches. The results show that the validity of a 

crowd permit depends on the fulfillment of administrative and substantive 

requirements stipulated in the applicable regulations. Meanwhile, violations of the 

permit can lead to legal sanctions in the form of administrative, civil, and criminal 

sanctions. Thus, crowd licensing plays an important role in balancing the 

protection of human rights with the interests of public order and security. 

Keywords: Human Rights, Crowd Licensing, West Sumbawa. 
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